
C. KEPANITERAAN MUDA HUKUM 

Dasar hukum: 

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I 

3. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste 
(Rbg) 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 
1971 tentang surat kuasa Khusus 

6. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 
1971 tentang surat kuasa Khusus 

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

Meliputi: 

 

a. Prosedur Pelayanan Pendaftran Surat Kuasa Khusus 

Persyaratan 1. Surat kuasa asli 1 (satu) lembar 

2. Fotocopy surat kuasa 3 (tiga) lembar 

3. Fotocopy Kartu Advokat/Pengacara 2 (dua) lembar 

4. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokad/Pengacara 2 (dua) 
lembar 

5. Fotocopy KTP Advokat 2 (dua) lembar 

6. Biaya PNBP Rp. 10.000,- 

Prosedur 1. PTSP Hukum : 

a. Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa ± 6 0 
menit; 

b. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada 
Pemohon ± 60 menit ; 

2. Staf Panmud Hukum 

a. Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar 
ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa ± 60 
menit; 

3. Panmud Hukum : 

a. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat 
kuasa dan membubuhi paraf ± 60 menit; 

b. Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan 
± 60 menit; 

c. Mengarsipkan salinan surat kuasa ± 60 menit;  

4. Panitera : 

a. Menanda tangani pendaftaran surat kuasa ± 60 menit; 

5. Kasir : 

a. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) ± 60 menit; 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 10.000,- 



Produk  Surat Kuasa yang sudah dilegalisir 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 
b. Prosedur Pelayanan Pendaftran Surat Izin Kuasa Insidentil 

 

Persyaratan 1. Permohonan Ijin Surat Kuasa Insidentil 1 (satu) lembar 

2. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan/tasan 1 (satu) 
lembar 

3. Surat kuasa dari pihak I kepada pihak II 1 (satu) lembar 

4. Foto copy KTP pemberi kuasa 1 (satu) lembar 

5. Foto copy KTP penerima kuasa 1 (satu) lembar 

6. Foto copy KK pemberi kuasa 1 (satu) lembar 

7. Foto copy KK penerima kuasa 1 (satu) lembar 

8. Biaya PNBP Rp. 10.000,- 

Prosedur 1. PTSP Hukum : 

a. Menerima permohonan pendaftaran Surat Ijin Kuasa 
Insidentil ± 6 0 menit; 

b. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada 
pemohon ± 60 menit; 

2. Staf Panmud Hukum 

a. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 60 menit; 

b. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) ± 60 menit; 

3. Panmud Hukum : 

a. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat 
ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf ± 60 menit; 

b. Memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil dan 
memberi paraf ± 60 menit; 

c. Mencatat Surat Ijin Kuasa Insidentil kedalam buku 
register pemberian ijin Kuasa Insidentil ± 60 menit; 

d. Mengarsipkan berkas permohonan Surat Ijin Kuasa 
Insidentil dan salinan Surat Ijin Insidentil ± 60 menit; 

4. Panitera : 

a. Menerima dan memberi paraf konsep Surat Ijin Kuasa 
Insidentil ± 60 menit; 

5. Ketua : 

a. Menandatangani Surat Ijin Kuasa Insidentil  ± 60 menit; 

6. Petugas PTSP : 

a. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar 
kepada Pemohon ± 60 menit ; 

7. Mengarsipkan berkas permohonan ± 10 menit ; 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 10.000,- 

Produk  Surat Kuasa yang sudah dilegalisir 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 



082170426684 

 

C. Prosedur Surat Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut 
Perkara  

Persyaratan 1. Permohonan asli 1 (satu) lembar 

2. SKCK 1 (satu) lembar 

3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana 1 (satu) lembar 

4. Biaya PNBP Rp. 10.000,- 

Prosedur 1. Petugas PTSP : 

a. Menerima berkas surat permohonan tidak tersangkut 
perkara ± 6 0  menit; 

b. Menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut 
perkara kepada Pemohon ± 60 menit ; 

2. Staf Panmud Hukum : 

a. Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut 
perkara ± 60 menit; 

b. Mencatat Surat keterangan tidak tersangkut perkara 
kedalam buku register ± 60 menit; 

c. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) ± 60 menit; 

3. Panmud Hukum : 

a. Meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut 
perkara ± 60 menit; 

b. Memeriksa konsep surat keterangan tidak tersangkut 
perkara ± 60 menit; 

c. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan 
tidak tersangkut perkara ± 60 menit; 

4. Panitera : 

a. Menerima dan memberi paraf konsep surat keteranga 
tidak tersangkut perkara ± 60 menit; 

5. Ketua : 

a. Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut 
perkara ± 60 menit; 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 10.000,- 

Produk  Surat Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara 
Pidana dan Perdata 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 

d. Prosedur Permohonan Legalisasi Surat Akta di Bawah Tangan 
(Waarmerking) 

 

Persyaratan 1. Surat Permohonan asli  

2. KTP masing-masing ahli waris  

3. Kartu Keluarga  

4. Foto copy buku tabungan 

5. Surat Keterangan waris 

6. Surat keKeterangan Kematian 

7. Akta kelahiran masing-masing ahli waris 

8. Biaya PNBP Rp. 10.000,- 

Prosedur 1. Petugas PTSP : 



- Menerima dan meneliti kelengkapan Surat 
Permohonan Akta dibawah Tangan/waarmerking dan 
kelengkapannya sesuai checlist ± 6 0  menit; 

- Menyerahkan Surat pernyataan ahli waris kepada 
pemohon ± 60 menit ; 

2. Staf Panmud Hukum : 

- Membuat catatan waarmerking pada pernyataan asli 
waris ± 60 menit; 

- Mencatat kedalam buku register Akta dibawah 
Tangan/waarmerking dan memberikan nomor 
pendaftaran serta tanggal pndaftaran akta dibawah 
tangan  ± 60 menit; 

- Mengarsipkan salinan surat pernyataan ahli waris ± 60 
menit;  

3. Panmud Hukum : 

- Memverivikasi kelengkapan surat permohonan Akta 
dibawah Tangan/waarmerking dan kelengkapannya 
sesuai checlist  ± 60 menit; 

- Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan 
waarmerking surat pernyataan ahli waris ± 60 menit; 

4. Panitera :  

- Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan 
waarmerking surat pernyataan ahli waris ± 60 menit; 

5. Ketua : 

- Menandatangani catatan waarmeking surat pernyataan 
ahli waris dengan dihadiri oleh Pemohon ± 60 menit; 

6. Kasir : 

- Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) ± 60 menit; 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 10.000,- 

Produk  Surat Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara 
Pidana dan Perdata 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 

e. Prosedur Permohonan Surat Keterangan Elektronik Melalui Aplikasi 
Eraterang 

 

Persyaratan 1. Permohonan  

2. Foto copy KTP 

3. Foto copy SKCK 

4. Surat Pernyataan (materai) 

5. Pas photo 4x6 

6. Biaya PNBP Rp. 10.000,- 

Prosedur 1. Petugas PTSP : 

- Menerima dan meneliti berkas Surat Permohonan dan 
kelengkapan data persyaratan baik yang diajukan 
secara elektronik ataupun manual sesuai checklist ± 60 
menit; 

- Menyerahkan Surat Keterangan Elektronik kepada 
Pemohon ± 60 menit; 

2. Kasir : 



- Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) ± 60 menit;  

3. Staf Panmud Hukum : 

- Mencetak konsep Surat Keterangan ± 60 menit; 

4. Panmud Hukum : 

- Verivikasi kelengkapan data persyaratan ± 60 menit;  

- Memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik ± 60 
menit; 

- Mengarsipkan berkas permohonan Surat Keterangan 
Elektronik ± 60 menit; 

5. Panitera 

- Memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik ± 60 
menit; 

6. Ketua : 

- Menandatangani Surat Keterangan Elektronik ± 60 
menit; 

 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 10.000,- 

Produk  Surat Keterangan Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 

f. Posedur Pelayanan Pengeluaran Salinan Putusan 

Persyaratan 1. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar 

2. Fotocopy KK 

3. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan 
ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- 

4. Biaya PNBP Rp. 10.000,- 

Prosedur 1. Petugas PTSP 

- Menerima permintaan salinan putusan dari pihak dan 
melakukan pengecekan; 

- Menyerahkan salinan putusan kepada pihak pemohon; 

2. Staf Panmud Hukum 

- Berkoordinasi dengan panmud masing-masing terkait 
permohonan salinan; 

3. Panitera 

- Salinan yang akan dikeluarkan di tandatangani; 

Waktu Pelayanan 75 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 500,- per lembar 

Produk  Berkas salinan putusan 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003  

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 

g. Prosedur Permohona Informasi 

Persyaratan 1. Formulir Permohonan 



2. KTP 

Prosedur 1. Petugas PTSP : 

- Menerima dan mencatat permohonan informasi, 
secara langsung maupun secara tidak langsung 
kedalam register ± 60 menit ; 

- Menyerahkan informasi melalui PTSP ± 60 menit ; 

2. Petugas Informasi (Panmud Hukum) : 

- Menerima dan menganalisa permohonan informasi ± 60 
menit ;  

3. Penanggung Jawab Informasi (Kabag & Panmud) : 

- Meneruskan permohonan informasi kepada PPID 
karena informasi tidak bisa diputuskan oleh penaggung 
jawab ± 60 menit ; 

- Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan 
pemohon ± 60 menit ; 

- Arsip ± 60 menit ; 

4. PPID (Panitera & Sekretaris) : 

- PPID menolak permohonan informasi ± 60 menit ; 

5. Atasan PPID : 

- Pemohon mengajukan keberatan atas penolakan 
oleh PPID ± 60  menit; 

- Mengabulkan atau menolak keberatan atas 
permohonan informasi ± 60 menit; 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif Rp. 10.000,- 

Produk  Permohonan Informasi 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 

h. Prosedur Pelayanan Penanganan Pengaduan 

Persyaratan 1. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: 

a. identitas Pelapor; 

b. identitas Terlapor jelas; 

c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan 
waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, 
bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila 
perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan 
suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor 
perkara; 

d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung 
Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau 
keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak 
pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk 
memperkuat Pengaduan Pelapor; dan 

e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan 
tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan 
dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan 
pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke 
Badan Pengawasan apabila diperlukan. 

2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara 
elektronik, memuat: 

a. identitas Pelapor; 

b. identitas Terlapor jelas; 



c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya 
perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan 
suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan 
nomor perkara; 

d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung 
Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau 
keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak 
pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut 
untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. 

e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara 
lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan 
memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. 

Prosedur 1. PTSP Informasi dan Pengaduan  

- Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap 
lagsung dan meregister pengaduan  ± 15 menit 

2. Panmud Hukum : 

- Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan 
Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit 

3. Ketua : 

- Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi 
tindaklanjut pengaduan ± 10 menit ; 

4. Panitera : 

- Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit ; 

5. Panmud Hukum : 

- Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit ; 

- Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu ± 10 menit ; 

Mengarsipkan berkas permohonan ± 10 menit ; 

Waktu Pelayanan 60 Menit 

Biaya/Tarif - 

Produk  Berkas Pengaduan 

Pengelolaan 
Pengaduan 

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau 
diperoleh melalui: 

1. Aplikasi SIWAS MA-RI 

2. Nomor Telp BAWAS : (021) 255 783 003 

3. Nomor Telp Pengadilan Tinggi Padang : 0751-30554 

4. Nomor Telp Pengadilan Negeri Tanjung Pati : (0752) 7754184 

5. Layanan Pengaduan  Pengadilan Negeri Tanjung Pati : 
082170426684 

 


